TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERJADINYA RESIDIVIS (PENGULANGAN) TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Di Lembaga Permasyarakatan Klas IA Lowokwaru Kota Malang) by Anita, Ariyus
11 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika 
1. Pengertian Narkotika 
Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose 
atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika 
berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak 
merasakan apa-apa.10Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata 
drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan 
pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi 
kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan 
halusinasi.11 
Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia 
adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, 
menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang12 
Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika 
adalah sebagai berikut :  
a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika 
adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam 
tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. 
                                                 
10 Hari Sasangka, (2003).Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk 
Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35. 
11Soedjono, D, (1977).Narkotika dan Remaja, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut 
Soedjono, D I), hlm. 3. 
12Anton M. Moelyono, (1988).Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, hlm. 609. 
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Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan 
menimbulkan khayalan atau halusinasi13 
b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada 
sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan 
sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat 
menimbulkan ketergantungan (ketagihan)14 
c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat 
sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat 
dari morfhine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak 
dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan 
istilah dihydo morfhine15 
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang 
berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi 
sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke 
dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-
undang tersebut. 
Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, 
dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari 
                                                 
13Ibid 
14Soedjono D, (1977).Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, 
Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), hlm. 5 
15 Wilson Nadaek, (1983).Korban dan Masalah Narkotika, Indonesia Publing House, 
Bandung, hlm. 122. 
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tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, 
perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, 
menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek 
ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan 
sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian 
ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan 
2. Golongan Narkotika  
Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak 
digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan 
penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan dalam 3 
(tiga) golongan, yaitu 16: 
a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk 
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, 
serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. 
Contoh : heroin, kokain, ganja. 
b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan 
digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi 
dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai 
potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, 
turuna/garam dalam golongan tersebut. 
c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan 
banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu 
                                                 
16Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
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pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 
ketergantungan. Contoh : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan. 
3. Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
Menurut KUHP 
Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan 
diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalah gunakan 
atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan 
akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya 
generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan 
bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang 
pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Untuk mencegah 
dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat 
merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, 
pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia 
untuk melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 
tentang Narkotika. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 
mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui 
ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. 
Di samping itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur 
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mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan 
kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.  
Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam 
masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara 
kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di 
kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak 
pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan 
melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu 
sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi 
dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan 
hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-undang Nomor 
22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya 
kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, 
remaja, dan generasi muda pada umumnya17. 
Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 
diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada, yaitu Badan 
Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden 
Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika 
Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan 
                                                 
17Undang-undangNarkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Mahardika, 
Yogyakarta, 2011, hal 4 
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lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi 
melakukan koordinasi. Dalam Undang-undang ini, BNN tersebut ditingkatkan 
menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat 
kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN 
berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. 
Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan 
kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN 
kabupaten/kota18. 
Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin 
canggih, dalam Undang-undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik 
penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under 
cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delevery), serta 
teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka 
mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 
dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki 
jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-undang diatur 
mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional19. 
18Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan 
Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota 
19Undang-undangNarkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Mahardika, 
Yogyakarta, 2011, hal 4 
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Dalam Undang-undang diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor 
Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang 
berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 
Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada 
penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan 
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika. 
Pengaturan Narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 
2009, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan 
dan ilmu pengetahuan, mencegah Penyalahgunaan Narkotika, serta 
pemberantasan peredaran gelap narkotika. Narkotika di satu sisi, merupakan 
obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan 
kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, di sisi lain dapat 
menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan 
tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.20 
4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika dan Bentuk Penerapan 
Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika 
Bentuk tindak Pidana Narkotika yang umum dikenal antara lain 
sebagai berikut:21 
1. Penyalahgunaan atau melebihi dosis 
                                                 
20Undang-undangNarkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Mahardika, 
Yogyakarta, 2011, hal 3 
21Moh. Taufik Makarao., Suhasril., Moh Zakky A,S, 2003.Tindak Pidana 
Narkotika,Ghalia Indonesia, Jakarta,hal 21 
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2. Pengedaran Narkotika 
3. Jual Beli Narkotika 
Seorang hakim diberi kebebasan untuk mengambil keputusan 
berdasarkan bukti-bukti dan keyakinannya, sesuai menurut sistem 
pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana kita. Kebebasan hakim 
dalam mengambil keputusan tersebut dapat dikatakan sebagai hak 
prerogatif hakim. 
Menurut KUHAP Pasal 1 butir 11 putusan pengadilan adalah 
pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang 
dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum 
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Dalam hal 
menjatuhkan putusan ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang 
hakim,yaitu: 
1. Hakim harus selalu memperhatikan segala hal yang berhubungan 
dengansi pelaku Tindak Pidana Narkotika tersebut, lingkungan tempat 
si pelaku bergaul, pendidikan, dan lain-lain. Dari hal-hal tersebut 
diatas dapat menjadi acuan bagi hakim untuk memberikan putusan atau 
pidana yang sesuai dengan si pelaku Tindak Pidana Narkotika. 
2. Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim juga harus melihat apakah 
si pelaku mendapatkan pendidikan yang formal atau tidak. Karena 
pendidikan juga menjadi salah satu faktor penyebab seseorang 
melakukan tindak pidana seperti Penyalahgunaan Narkotika. 
19 
 
Hal-hal lain yang juga perlu dipertimbangkan hakim dalam 
penererapan pidana dan prosesnya adalah : 
1. Psikologis atau kejiwaan 
2. Attitude atau kesopanan dan juga dilihat dari wajah tersangka. 
3. Hakim harus memperhatikan segala hal yang berhubungan dengan si 
pelaku Tindak Pidana Narkotika tersebut. 
4. Dalam pemeriksaan persidangan, hakim juga harus melihat apakah si 
pelaku mendapatkan pendidikan yang formal atau tidak, maka ini 
merupakan aspek pendidikan. 
5. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap 
Penyalahguna Narkotika 
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan yang diambil oleh 
hakim untuk memutuskan suatu perkara antara lain: 
a. Kesalahan pembuat tindak pidana, 
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana, 
c. Cara melakukan tindak pidana dan sebagainya. 
Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain 
harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk 
mengadili. Berdasarkan Pasal 50 tersebut, maka dalam membuat suatu 
keputusan, hakim harus mempunyai alasan dan dasar putusan serta juga 
harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan 
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atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk 
mengambil suatu alasan dan dasar suatu putusan, hakim terlebih dahulu 
harus mempunyai dasar-dasar pertimbangan yang berhubungan dengan 
terdakwa. 
B.  Pengertian Pengulangan Tindak Pidana 
1. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) 
Recidive dalam Kamus Hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, 
kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu 
kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan.22 
Pengulangan tindak pidana, dalam pergaulan sehari-hari khususnya 
diantara para penjahat / preman dikenal dengan residivis (seharusnya 
recidive). Pengertian recidive secara yuridis adalah seseorang yang melakukan 
tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap 
(in kracht van gewijsde), kemudian melakukan tindak pidana lagi.23 
2. Macam-macam Recidive  
a. Recidive Umum (Algemene recidive atau Generale recidive) 
Recidive umum terjadi apabila seseorang yang telah melakukan 
delik kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana 
oleh hakim serta menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. 
Setelah selesai menjalani hukumannya, bebas dan kembali ke dalam 
masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan 
                                                 
22Subekti & Tjitrosoedibjo, 2002.Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita,  hlm. 94. 
23Ninik Widiyanti, 1987.Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi 
Kriminologi dan Sosial. Jakarta. PT. Pradnya Paramita. Hlm. 147. 
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undang-undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana yang 
perbuatan pidananya tidak sejenis.24 
Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa menurut 
sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan 
dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk memperberat 
pidana yang akan dijatuhkan. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana dan 
tidak ada daluwarsa dalam residivnya. 
b.Recidive Khusus (Speciale Recidive)  
Recidive tersebut terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan 
pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh 
hakim. Setelah dijatuhi pidana dan pidana tersebut dijalaninya, kemudian 
kembali ke masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang 
ditetapkan oleh undang-undang kembali lagi melakukan perbuatan pidana 
yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu.25 
Jadi dapat dikatakan bahwa menurut sistem ini tidak semua jenis 
pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan hanya 
dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak 
pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu yang tertentu 
pula. 
c. Tussen Stelsel  
Tussen stelsel adalah apabila seseorang melakukan perbuatan 
pidana dan terhadap perbuatan pidana itu ia telah dijatuhi pidana oleh 
                                                 
24Teguh Prasetyo, 2011.Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada,  hlm. 191. 
25Ibid. 
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hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana dan kemudian dibebaskan, orang 
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-
undang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan 
itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. 26 
Jadi dapat disimpulkan bahwa tussen stelsel terjadi apabila 
seseorang yang telah melakukan tindak pidana kemudian terhadap tindak 
pidana tersebut telah dijatuhi pidana. Maka setelah selesai menjalani 
hukumannya dan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan 
undang-undang orang tersebut melakukan lagi tindak pidana yang 
dilakukan merupakan golongan tertentu yang ditetapkan undang-undang.  
Pengulangan tindak pidana diatur dalam: 
1. Pasal 486 
Pidana penjara yang dirumuskan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 
244-248, 353-260bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, 
kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang disitu ditunjuk 
kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 
380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432, ayat 
penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama 
waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat 
keempat dan 368 ayat kedua, sepanjang disitu ditunjuk kepada ayat 
keempat pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah 
ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk 
                                                 
26Ibid, hlm. 300. 
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seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, 
baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, 
maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari 
pasal 140-143, 145-149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, 
atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika 
pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana 
tersebut belum daluwarsa. 
2. Pasal 487 
Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131, 140 ayat pertama, 141, 
170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353-355, 438-443, 459, 
dan 460, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam 
menurut pasal 104, 130 ayat kedua dan ketiga, pasal 140, ayat kedua dan 
ketiga, 339, 340, dan 444, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah 
ketika melakukan belum lewat lima tahun sejakmenjalani untuk 
seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, 
baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, 
maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari 
pasal 106 ayat kedua dan ketiga,107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat 
kedua, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang 
menyertainya menyebabkan luka-luka atau kematian, pasal 131 ayat kedua 
dan ketiga, 137, dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut 
baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan 
kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebutbelum daluwarsa.42 
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3. Pasal 488 
Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321, 
483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika 
melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk 
seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya 
karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal itu, atau sejak 
pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu 
melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum 
daluwarsa27 
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya kejahatan. 
Saherodji mengatakan bahwa faktor penyebab dari terjadinya kejahatan 
adalah : 28 
a. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku itu 
sendiri, misalnya kurang disiplin diri, kurangnya rasa kepercayaan 
terhadap agama agar bisa diterima dilingkungan pergaulan dan bisa juga 
si pelaku merasa frustasi.  
b. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri si pelaku itu 
sendiri, misalnya keadaan lingkungan sekitar dan masih mencari 
perhatian dari orang-orang yang berada di sekelilingnya.  
c. Faktor lingkungan yang kurang baik dari si pelaku.  
                                                 
27Tim Redaksi, KUHP dan KUHAP, Op. Cit., hlm. 157 
28H.Hari Saherodji, 1995.Pokok-Pokok Kriminologi,Jakarta:Aksara Baru.Hal36 
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d. Perubahan pada konsumsi dari masyarakat yaitu adanya keinginan dari 
masyarakat untuk mengkonsumsi barang-barang secara berlebihan 
melebihi kemampuan finansialnya.  
e. Faktor sosial  
f. Faktor putusan hakim oleh si pelaku yang dianggap masih sangat ringan 
Adapun secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan 
terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau 
terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi 
seseorang untuk melakukan  sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si 
pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan 
(penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat 
di luar diri  pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang 
mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan  itu timbul dari 
luar diri si pelaku itu sendiri  yang didasari oleh faktor rumah tangga dan 
lingkungan29. 
Secara sosiologis kejahatan disebabkan karena adanya 
disorganisasi sosial. Artinya, dengan adanya disorganisasi sosial ini dapat 
mengakibatkan runtuhnya fungsi para pengontrol dari lembaga/institusi 
sosial dan memberikan kemungkinan pada individu-individu untuk 
bertingkah laku sesuai dengan keinginannya tanpa ada kendali, kontrol, dan 
tanpa penggunaan pola susila tertentu. Dengan hilangnya fungsi kontrol tadi 
                                                 
29Andi Hamzah, Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia.1986),hlm 
64 
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mengakibatkan disorganisasi dalam masyarakat, dimana norma-norma 
institusional kehilangan efektifnya. 
Ditinjau dari sudut pandang sosiologi, terdapat beberapa 
pendekatan yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Pendekatan 
pertama menjelaskan bahwa individu yang disosialisir secara kurang tepat 
tidak dapat menyerap norma-norma kultural ke dalam kepribadiannya 
Karena tidak mampu membedakan perilaku yang pantas dan kurang pantas 
menurut peradaban. Pendekatan kedua menjelaskan kejahatan adalah akibat 
dari ketegangan yang terjadi antara kebudayaan dan struktur sosial suatu 
masyarakat. Sedangkan pendekatan ketiga menjelaskan individu melakukan 
kegiatan kejahatan karena belajar dari perbuatan kejahatan sebelumnya. 
Pada umumnya faktor penyebab kejahatan terdapat tiga kelompok 
yaitu30: 
a. Pendapat bahwa kriminalitas itu disebabkan karena pengaruh yang 
terdapat di luar diri pelaku. 
b. Pendapat bahwa kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang 
terdapat di dalam diri pelaku sendiri. 
c. Pendapat yang menggabungkan, bahwa kriminalitas itu disebabkan baik 
karena pengaruh di luar pelaku maupun karena sifat atau bakat si pelaku. 
 
 
 
                                                 
30Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan), Depok : Badan 
Penerbit FHUI, 2004, hlm.143 
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D. Pembinaan Narapidana di Lapas 
Sistem pembinaan pemasyarakatan yang dilakukan di Lembaga 
Pemasyarakatan merupakan suatu usaha untuk menjadikan narapidana hidup 
yang lebih baik setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan 
Pasal 5 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 
bahwa, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: 
1. Pengayoman 
Pengayoman adalah perlakuan terhadap narapidana  dalam melindungi 
masyarakat dari kemungkinan diulangi  lagi tindak pidana oleh 
narapidana, dan juga memberikan bekal hidupnya kepada narapidana agar 
menjadi masyarakat yang berguna. 
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan 
Memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada narapidana tanpa 
membeda – bedakan dengan narapidana lainnya 
3. Pendidikan 
Pendidikan yang diselenggarakan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, 
yang dimana menanamkan jiwa  kekeluargaan, keterampilan dan dalam 
pendidikan kerohanian. 
4. Pembimbingan 
Pembimbingan yang diselenggarakan agar narapidana dapat menjadi 
manusia yang lebih baik dan sangat diharapkan tidak mengulangi lagi 
tindak pidana. 
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5. Penghormatan harkat dan martabat manusia Sebagai narapidana yang telah 
melakukan kesalahan  dalam tindak pidana namun hal tersebut narapidana 
harus  diperlakukan sebagai manusia  
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. Dalam hal 
ini narapidana berada dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu lama, 
sehingga di dalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana dapat menyadari 
dan menyesali kesalahannya, dan selama dalam Lembaga Pemasyarakatan 
narapida masih mendapatkan hak –haknya. 
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-
orang tertentu. Walaupun narapidana berada dalam Lembaga 
Pemasyarakatan, namun narapidana tetap harus di dekatkan dengan 
masyarakat sehingga narapidana tidak merasa diasingkan. 
Adapun prinsip dalam pembinaan pemasyarakatan yang dilakukan di 
Lembaga Pemasyarakatan yaitu meliputi: 
1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan 
peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna 
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara 
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat. 
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada 
sebelum dijatuhi pidana. 
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik 
harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari 
masyarakat 
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6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh 
bersifat sekedar mengisi waktu, atau kepentingan negara sewaktu saja. 
Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dan yang 
menunjang usaha peningkatan produksi. 
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik 
harus berdasarkan Pancasila. 
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah 
manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. 
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan 
sebagai satu-satunya derita yang dialami. 
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi 
rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan 
Pembinaan dimulai sejak yang bersangkutan ditahan rumah tahanan 
negara (rutan) sebagai tersangka atau terdakwa untuk kepentingan 
penyelidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembinaan 
para tahanan dalam wujud perawatan tahanan, yaitu proses pelayanan tahanan 
yang termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun 
jasmani. 
Hak dan kewajiban narapidana dalam pembinaan pemasyarakatan 
yang dilakukan di Lembaga  Pemasyarakatan yaitu sebagai berikut:Pasal 14 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan 
bahwa : â Narapidana berhak : a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau 
kepercayaannya; b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun 
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jasmani; c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d. mendapatkan 
pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e. menyampaikan keluhan; f. 
mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang 
tidak dilarang; g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang 
dilakukan; h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang 
tertentu lainnya; i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); j. 
mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; 
k. mendapatkan pembebasan bersyarat; l. mendapatkan cuti menjelang bebas; 
dan m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. a. Hak-hak Lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan Pasal 51 (1) Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan 
Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. 
(2) Hak politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan adalah hak 
menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya. (3) Narapidana dan 
Anak Didik Pemasyarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak 
pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pasal 52 (1) Hak keperdataan lainnya dalam 
Peraturan Pemerintah ini meliputi : a. surat menyurat dengan keluarga dan 
sahabat-sahabatnya; b. izin keluar LAPAS dalam hal-hal luar biasa. (2) 
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat mengirim surat keluar 
LAPAS dan menerima surat dari luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) huruf a. (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi 
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izin keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. (4) Izin ke 
luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan oleh Kepala 
LAPAS.  
Kewajiban Narapidana: 1. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam 
lembaga pemasyarakatan. 2. Mejaga kerukunan sesama penghuni. 3. 
Memberi jawaban yang sopan, dan santun kepada semua petugas. 4. Siap 
menerima bimbingan dari petugas. 5. Menjaga dan memelihara semua 
barang-barang inventaris yang di sediakan lembaga pemasyarakatan. 6. 
Mejaga kebersihan dan keindahan lingkungan agar terjamin kesehatannya. 7. 
Wajib bekerja bagi narapidana, sedangkan untuk tahanan sukarela. 8. Wajib 
menjalankan ibadah agama atau kepercayaan yang diyakini serta mejaga 
kerukunan beragama. 9. membantu petugas dalam hal-hal tertentu bila 
diperlukan (sesuai dengan peraturan yang berlaku ). 10. Melaporkan kepada 
petugas terhadap hal-hal yang akan/dapat menimbulkan keresahan antar 
penghuni atau gangguan keamanan lembaga pemasyarakatan. 11. Ikut 
mempertahankan ideologi negara dan UUD 1945 Serta Rasa Persatuan Dalam 
Negara Republik Indonesia. 
